KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Menimbang : a.

Mengingat :

—

PERBEKEL BEBANDEM,

bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan
akan tenaga teknis pembangunan di Kantor Perbekel
Bebandem, perlu direkrut Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu
diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan

desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b,

maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang

Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);




9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita  Derah Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

10.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2025 Nomor 22);

11.Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

12.Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun
2016 Nomor 02);

13.Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

14.Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2025 Nomor 9);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

15. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem
Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

: Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2026;

. Kader yang dimaksud pada diktum kesatu adalah I

Wayan Juwita sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa (KPMD)/ Tenaga Teknis Pembangunan di Desa

Bebandem;

: Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
dimaksud pada diktum kesatu adalah :

a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di
wilayahnya,;

b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan
menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa,

c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat
dalam menangani masalah yang dihadapi dan
mengembangkan potensi secara efektif;

d. mendorong dan meyakinkan para pembuat
keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan
dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan

e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh

akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.




KEEMPAT

KELIMA

. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dimaksud

pada Diktum kesatu akan diberikan Honorarium setiap
bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah) serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2026;

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bebandem

da_tanggal 2 Januari 2026
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